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National economic goals that are able to grow stably and sustainably, create broad and 
balanced employment opportunities in all sectors of the economy, as well as provide equitable 
welfare to all Indonesians General explanation of Law No. 8 of 1995 concerning The Capital 
Market (hereinafter referred to as the Capital Market Law) explicitly explained that "the 
capital market aims to support the implementation of ational development in the context of 
increasing equity, growth, and national economic stability towards improving people's 
welfare". as stated in article 4 of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services 
Authority (OJK), one of the objectives of the establishment of OJK is to protect the interests of 
consumers and the public against violations of laws and regulations in the financial sector 
which are under the authority of the OJK. 
 




Tujuan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, 
menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta 
memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia adalah pembangunan 
ekonomi nasional yang dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan 
kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke 
seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Salah satu komponen penting 
dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan 
jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi b g berbagai kegiatan produktif di 
dalam perekonomian nasional. Dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 8 Tahun 
1995 tentang Pasar Modal, Undang Undang Nomor 9 Tahtun 1995 tentang Usaha Kecil dan 
Menengah, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 
menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu 
Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan 
peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.  
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa 
keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan 
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akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 
stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, 
OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga 
mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga 
kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, 
dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif 
globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dil dasi dengan prinsip-prinsip tata kelola 
yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan 
kewajaran  
Selama 32 tahun terakhir keberadaan pasar modal terus mengalami peningkatan, baik 
perkembangan di bidang emisi, emiten, dan perusahaan publik, perijinan, persetujuan, dan 
pendaftaran yang diterima Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan1 (selanjutnya 
disingkat Bapepam - LK) yang sampai saat ini diambil alih oleh OJK, semua regulasi tersebut 
telah mewujudkan pasar modal yang modern berstandar i ternasional dan menjadi pasar 
modal kelas dunia “world class capital market”.2 Namun demikian,  dalam perjalanannya, 
banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam ktivitas di pasar modal, yaitu tindak 
pidana pasar modal yang terus terjadi. Peningkatan pelaku kejahatan di pasar modal 
disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat lemahnya penegakan hukum di bidang pasar 
modal, antara lain : undang-undang dan peraturan pasar modal yang ketinggalan dengan 
perkembangan bisnis pasar modal, lemahnya institusi penegak hukum dalam melakukan 
penegakan hukum (law enforcement) atau kurang profesionalismenya aparat penegak hukum 
itu sendiri.3 
Data-data tersebut di atas menunjukkan bahwa frekuensi perbuatan pelanggaran dan 
tindak pidana pasar modal cenderung terus meningkat, dengan berbagai pola atau bentuk 
pelanggaran dan tindak pidana pasar modal yang diatur dalam maupun berbagai bentuk 
perbuatan yang tidak atau belum diatur dalam Undang-undang. Dalam UU Pasar Modal telah 
menggariskan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, seperti ; penipuan, manipulasi 
pasar, dan perdagangan orang dalam (Insider Trading)4, sedangkan untuk perbuatan yang 
                                                          
1Joni Emirzon, Kejahatan Pasar Modal: Indikator, Kendala Pembuktian dan Penegakan Hukum Atas 
Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28 Nomor 4 Tahun 2009, hal 6. 
2M. Irsan Nasaruddin, dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta, 2008, hal 7. 
3Ibid, hal 258 
4Joni Emizon, Kejahatan Pasar Modal: Indikator, kendala Pembuktian dan Penegakan Hukum Atas 
Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28 Nomor 4 Tahun 2009, hal 7. 
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belum terjangkau oleh UU Pasar Modal, seperti tindakan Short Selling, yaitu suatu 
perdagangan efek pada saat pasar tidak normal atau jatuh. Short Selling menjadi sebagai 
perbuatan pidana karena merusak atau menurunkan harga efek, merusak atau menurunkan 
indeks harga saham yang secara langsung dapat merubah  kondisi perekonomian nasional.5  
Terjadinya peningkatan aktivitas pelanggaran dan tindak pidana pasar modal tersebut 
berimplikasi terhadap eksistensi pasar modal indonesia. Oleh karena itu, perlu dicari 
penyebab dan indikator mengapa pelanggaran dan tindak pidana di pasar modal terus 
meningkat, apakah disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum (law enforcement), dan 
penegakan hukum yang bagaimana diperlukan untuk. mengurangi perbuatan tersebut,  
sehingga menciptakan pasar modal yang aman dan terpercaya bagi investor.  
Pasar Modal salah satu tempat bertransaksi pelaku bisnis memiliki karakteristik yang 
berbeda dengan bentuk pasar lain. Pada pasar modal yang kegiatannya bersifatnya 
konvensional dengan menggunakan warkat (lembaran saham), dalam pembuktiannya masih 
mudah. Namun saat ini transaksi di pasar modal telah menggunakan teknologi canggih, hal ini 
berdampak positif dalam proses transaksi, karena dapat dengan mudah, cepat, dan dapat 
dilakukan dari jarak jauh, sehingga transaksi dapat dil kukan dimana saja sepanjang terdapat 
janngan on-line. Namun demikian jika terjadi tindak pidana pasar modal, pembuktian menjadi 
salah satu permasalahan, karena sulit urnuk dilakukan pembuktian. Pasar modal Indonesia 
termasuk pasar modal yang telah memiliki fasilitas teknologi canggih, semua transaksi telah 
menggunakan sistem e-commerce dan tanpa warkat, semuanya dalam bentuk elektronik. Hal 
ini menunjukkan berbagai kendala dalam melakukan pembuktian, karena hampir semua 
pelaku diberikan sanksi yang cukup ringan (sanksi administratif) bahkan ada yang tidak 
terdapat bukti yang cukup, sehingga bebas. Dengan kata lain, kesulitan yang dihadapi dalam 
kegiatan pasar modal adalah bagaimana pembuktian dan tindak pidana tersebut.  
Pelanggaran dan aktivitas di pasar modal telah semakin kompleks yang antara lain 
berdampak pada semakin canggihnya teknik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam 
melakukan tindak pidana di pasar modal. Sanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang 
pasar modal tidak akan efektif jika tidak didukung oleh aparat penegakan hukum. Karena 
tindak pidana di pasar modal ini memìliki karakteristik yang khas, yaitu : barang yang 
menjadi objek tindak pidana adalah informasi, pelaku tindak pidana tidak mengandalkan 
kemampuan fisik melainkan lebih mengandalkan pada kemampuan membaca situasi pasar 
                                                          
5Ibid, hal 258 
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serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, pembuktian yang cenderung sulit dan 




Berdasarkan UU Pasar Modal, Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari  
Pasar Modal dilakukan oleh OJK yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal 
yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. 
Dalam melaksanakan  fungsi tersebut,  OJK  mempunyai  kewenangan untuk memberikan  
izin,  persetujuan, dan pendaftaran kepada para pelaku Pasar Modal, memproses 
pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, menerbitkan  peraturan  pelaksanaan  dari  
perundang-undangan  di  bidang Pasar Modal, dan melakukan  penegakan  hukum atas 
setiap  pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.  
Undang-Undang lain juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor 
jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, daa pensiun, sekuritas, modal ventura 
dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan 
dana masyarakat. Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas 
Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsi “checks and balances”. Hal ini 
diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang 
pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan 
dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian 
tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan 
wewenangnya dibidang pasar modal berlandaskan asas sebagai berikut yaitu asas 
independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas 
profesionalitas, asas integritas, asas akuntabilitas.7 
Kemudian berkaitan dengan kejahatan dipasar modal alah kejahatan yang khas 
dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal, karakteristik yang khas 
antara lain barang yang menjadi objek tindak pidana d lah informasi, selain itu pelaku 
tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik melainkan kemampuan membaca situasi 
pasar serta memanfaatkan kepentingan pribadi. Karakteristik lain yaitu pembuktian cendrung 
sulit dan dampak pelanggaran dapat berakibat fatal d n luas. UU Pasar Modal memilah tindak 
                                                          
6M. Irsan Nasaruddin, dkk, Op.Cit., hal 260. 
7Mohammad Irsan Nasarudin dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana Prenada Media 
Group, Jakarta 2008, hal  
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pidana di pasar modal menjadi dua kelompok yaitu pelanggaran pasar modal meliputi sanksi 
administrative, sanksi pidana dan sanksi perdata. Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar lar ngan tersebut. Dapat juga dikatakan 
bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam 
pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larang n ditujukan kepada perbuatan, (yaitu 
suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman 
pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kej dian itu.8  
Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli 
hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukk n esalahan sebagai bagian dan 
pengertian tindak pidana,9 dan tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi 
perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.10 
Indriyanto Seno Adji menyatakan “tindak pidana adalh perbuatan seseorang yang diancam 
pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya 
dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.”11Adapun jenis kejahatan di pasar modal 
adalah Penipuan, Manipulasi Pasar, Perdagangan Orang Dalam, Manipulasi Laporan 
Keuangan di Pasar Modal. Kejahatan ini dikenal dengan insider trading merupakan jenis 
kejahatan yang paling dikenal meskipun sulit untuk dibuktikan, dan merujuk pada suatu yang 
khusus yaitu suatu bentuk kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang tertentu yang berada 
didalam organisasi perusahaan, selain itu perdagangn orang dalam memiliki karakteristik 
khusus yang membedakan dengan kejahatan pasar modallainnya.12  
Dilarangnya pribadi-pribadi tersebut didasari pemikiran bahwa orang dalam tersebut 
karena kedudukan atau fungsinya, terbuka kemungkinkan memperoleh segala informasi yang 
berkaitan dengan perusahaan tersebut. Hal ini, karena pihak-pihak tersebut bekerja atau 
sedang memiliki hubungan kerja, sehingga mereka memiliki akses untuk mengetahui kejadian 
atau hal-hal apa saja yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Publik sebagai pemegang saham 
tidaklah mudah untuk memperoleh informasi-informasi tersebut, sehingga yang terjadi adalah 
ketimpangan informasi yang diketahui publik dibandingkan dengan informasi yang dimiliki 
                                                          
8 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 34 
9Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban 
Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 25.  
10 H Komariah E. Sapardjaja, Ajaran Melawan Hukum Materai Dalam Hukum Pidana Indo esia, Studi 
Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurispr densi, Alumni, Bandung, 2002, hal. 22. 
11Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2002, hal. 155.  
12 Ibid, hal 80.  
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orang dalam. Hal ini berarti bahwa transaksi tersebut jelas memang dimotivasi atau didorong 
oleh karena adanya pengetahuan orang dalam tersebut terhadap informasi-informasi yang 
sifatnya material yang memang belum dimiliki publik. Manipulasi laporan keuangan dalah 
memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu terhadap laporan 
keuangan yang hendak dilaporkan kepada kepala Eksekutif Pengawas pasar modal dalam 
memberi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu yang dapat menghambat 
proses pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana disektor jasa keuangan. Tindakan manipulasi harga biasanya dilakukan 
persengkongkolan oleh beberapa anggota bursa (pialang efek) atau dalam hal ini yang 
berkedudukan sebagai pialang efek akan membeli dan menjual efek pada harga yang telah 
ditentukan sebelumnya.13 
Penegakan hukum dalam Black’s Law Dictionary 14 diartikan sebagai pendeteksian 
dan pemberian hukuman atas pelanggaran hukum. Sedangkan Jimly Asshiddiqie, menjelaskan 
bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas 
atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.15 Pasar 
modal berdasarkan UU Pasar Modal, diartikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan 
penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Tindak pidana pasar 
modal merupakan suatu perbuatan seperti penipuan, mipuasi pasar, dan perdagangan orang 
dalam sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh UU Pasar Modal.16 
 Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakte istik yang khas, yaitu antara 
lain adalah “barang” yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu 
pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya 
pencurian atau perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk 
membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Suatu tindak 
pidana dapat dikatakan telah terjadi atau akan terjadi jika semua unsur-unsur yang berkaitan 
depat terpenuhi dan setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh 
perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.17  Disamping itu 
                                                          
13 Ibid, hal 86 
14Bryan A Garner, editor in chief, dalam Black’s law Dictionary, eight edition, hal 901.  
15http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 7 Juli 2018 
16Mohammad Irsan Nasaruddin, dkk, Op.Cit., hal. 259. 
17 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. VIII, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.64 
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terdapat unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungan ya dengan keadaan, yaitu dalam 
keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan.18 Dapat diartikan 
sebagai unsur luar dari pelaku. Selain terdapatnya u sur objektif, tindak pidana terdapat pada 
unsur subjektif yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung 
di dalam hatinya.19  
Tindak pidana penipuan pada kegiatan Pasar Modal berhu ungan dengan kegiatan 
perdagangan efek yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan efek yang 
terjadi dalam rangka penawaran umum atau terjadi di bursa efek maupun di luar bursa efek 
atas efek emiten atau perusahaan publik.20Peristiwa-peristiwa yang dapat mempengaruhi 
harga saham harus dilaporkan paling lambat 2 (dua) hari kerja.21 Penegakan hukum diartikan 
sebagai pendeteksian dan pemberian hukuman atas pelnggaran hukum. Pasar modal 
berdasarkan UU Pasar Modal, diartikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan 
penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal 
merupakan sarana moneter penghubung antara pemilik odal (masyarakat atau investor) 
dengan peminjam dana (pengusaha atau pihak emiten). Keberadaan pasar modal 
menyebabkan semakin maraknya kegiatan ekonomi, sebab kebutuhan keuangan (financial 
need) pelaku kegiatan ekonomi, baik perusahaan-perusahaan swasta, individu maupun 
pemerintah dapat diperoleh melalui pasar modal. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1995 Tentang Pasar Modal, selain dimuat sanksi perdata an administrasi, juga dilengkapi 
dengan sanksi pidana. Sanksi yang melakukan tindak pidana dipasar modal ini otoritas jasa 
keuangan tidak dapat memberikan sanksi pidana terkeculi dapat memberikan sanksi berupa 
administratif, namun menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tidak diintegrasikan 
kedalam sistem pertanggung jawaban pidana. 
Sanksi mengenai Perseroan Terbatas yang melakukan Tindak Pidana di Pasar Modal 
ini, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan s ksi Pidana terkecuali dapat 
                                                          
18 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cet. V, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal.50 
19 Ibid., hal.51 
20
 Adrian Sutedi, Segi-segi Hukum Pasar Modal, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal.136 
21Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-86/PM/1996 dan Peraturan Nomor X.K1 mengenai 
Keterbukaan Informasi Yang Harus Diumumkan ke Publik. 
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memberikan sanksi berupa administratif. Namun sanksi  administratif di atas menurut UU 
Pasar Modal tidak diintegrasikan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana22.  
Bahwa dalam UU Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan 
pemeriksaan dan penyidikan. Dari proses pemeriksaan, jik  terdapat dugaan tindak pidana, 
maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meningkatkan ke tahap penyidikan. Dalam hal ini, 
kewenangan diskresi Otoritas Jasa Keuangan sangatlah besar untuk menentukan dapat atau 
tidaknya sebuah pemeriksain ditingkatkan ke tahap penyidikan. Apabila Otoritas Jasa 
Keuangan telah berpendapat untuk tidak meningkatkan pemeriksaan ke tahap penyidikan, 
maka Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak-
pihak yang melakukan pelanggaran di bidang Pasar Modal. Pihak - pihak tersebut antara lain 
orang perseorangan maupun berbentuk badan hukum.  
Sesuai isi Pasal 49 tentang penyidikan ini antara lin selain Pejabat Penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan 
Otoritas Jasa Keuangan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,23 dan selain itu penyidik Otoritas Jasa 
Keuangan berwewenang menerima laporan, pemberitahuan, at u pengaduan dan seseorang 
tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan. Untuk melakukan penelitian atas 
kebenaran laporan atau keterangan, Otoritas Jasa Keu ngan dapat memanggil, memeriksa, 
serta meminta keterangan dan barang bukti dan setiap orang yang disangka melakukan, dan 
atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.24  
 
PENUTUP 
Berdasarkan karakteristik dan penegakan hukum tindak pidana pasar modal mengenai 
unsur-unsur tindak pidana maka dapat dìmaksudkan bahwa karakteristik tindak pidana pasar 
modal adalah watak atau sifat dari kegiatan pasar modal yang khas, yaitu antara lain adalah 
“barang” yang menjadi objek dari tindak pidana adalh informasi, selain itu pelaku tindak 
pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau 
                                                          
22 Barda Nawawi, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra 
Aditya Bakti, Bandung 2001, hal 126-127. Dikutip Oleh Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi. 
Cet. 1, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010, hal. 170. 
23 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 49 
Ayat (1) 
24Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 49 
ayat (3) Huruf d. 
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perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi 
pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. K tegori kejahatan Pasar Modal 
tentang penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orag dalam dan Informasi yang 
menyesatkan, yang dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori kejahatan Pasar Modal beserta 
unsur-unsurnya, yaitu Penipuan Manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang Dalam (Insider 
Trading), Informasi yang menyesatkan (Misleading Informafion). 
Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal 
kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peratutan perundang-undangan di bidang pasar 
modal. Dalam menerapkan sanksi administratif ini, Bapepam perlu memperhatikan aspek 
pembinaan terhadap pihak yang dimaksud. Polisi sebagai penyidik termasuk penyidik 
mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, 
Termasuk tindak pidana di sektor jasa keuangan (Perbankan dan lain-lain), dengan adanya 
kewenangan penyidikan dari penyidik OJK, maka yang terjadi diverifikasi penyidik dan akan 
membuat makin tumpang tindihnya penyidikan dalam tindak pidana tertentu yaitu tindak 
yang diatur di luar KUHAP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tantang Kepolisian RI 
Pasal 14 ayat (1) huruf a yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua 
tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan undangan 
lainnya. 
Perlu dilakukan kerja sarna yang kooperatif terhadap karakteristik tindak pidana pasar 
modal karena siaft atau watak atas kegiatan di pasar modal berbeda dengan pasar pada 
umumnya dan setiap lembaga dalam lingkup di bidang ti dak pidana Pasar Modal, dan 
selanjutnya lebih memperketat pengawasan baik pengawasan yang bersifat prefentiv atau 
bersifat pencegahan maupun pengawasan yang bersifat represif atau pengawasan yang 
bersifat penindakan, guna mengurangi aksi-aksi pelangg ran maupun kejahatan yang terjadi 
di Bursa Efek Indonesia. Perlu dilakukan penegakan hukum untuk menghasilkan kepastian 
dan perlindungan hukurn bagi investor, pemodal ataupihak-pihak lain di Pasar Modal, supaya 
dapat memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalarn upaya memajukan perekonomian 
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